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Dalam pemerintahan suatu negara termasuk pada sektor pendidikan pengadaan akan jasa konstruks
dilakukan dengan menggunakan sistem tender Begitu juga dengan Univesitas Indonesia Ul yaitu salah satu
instans pendidikan negara yang selalu berusaha mengoptimalisasi pemanfaatan aset aset yang ada guna
memberikan nilai tambah yang tinggi bagi kepentingan warga universitas Di mana salah satu caranya adalah
dengan meningkatkan fasilitas dan sarana pendukung di lingkungan Ul Pada era Gumilar pihak Ul
bersepakat menunjuk PT Nurtirta Nusa Lestari PT NNL untuk mengembangkan hotel berbintang empat dan
tempat hunian di J Pegangsaan Timur Nomor 17 Jakarta Pusat dengan pola Bangunan Guna Serah BGS
Akan tetapi penunjukkan PT NNL tidaklah melalui proses tender melainkan dengan penunjukan langsung
Dari hasil penelitian kasus ini diperoleh hasil bahwa pihak Ul telah melanggar Pasal 19 huruf d Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Antimonopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
UU Nomor 5 Tahun 1999 Pelanggaran atas pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 ini disebabkan
karena pihak Ul telah memberikan perlakuan istimewa kepada PT NNL Di mana proyek pembangunan hotel
berbintang empat dan tempat hunian di J Pegangsaan Timur Nomor 17 Jakarta Pusat tersebut di dapatkan
oleh PT NNL tanpa melalui proses tender Sementaraitu dugaan persekongkolan Pasal 22 UU Noor 5 Tahun
1999 tersebut tidaklah tidak terbukti karena penunjukan langsung tidak termaksud dalam ruang lingkup
tender Dari uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam
Pembangunan Pegangsaan Timur Cikini Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau beberapa norma
hukum tertulis.

...... On the Government of a country including education sector construction service procurement are being
carried out using the bidding system As one of the educational state institutions Universitas IndonesiaUl is
aways put efforts to optimize its existed assets utilization to provide high added value for the benefit of the
University citizens One of the meansis to improve the facility and the supporting meansin Ul environment
During Gumilar rsquo s era Ul is agreed to appoint PT Nurtirta Nusa Lestari PT NNL to develop afour star
hotel and residence on J Pegagsaan Timur 17 Central Jakartawith Build Operate Transfer BGS BOT
pattern However the PT NNL appointment was not through the bidding process but through direct
appointment Based on the case research result it is obtained that Ul party has violated article 19 letter d Law
Number 5 Y ear 1999 on The Prohibition of Antimonopoly Practices and Unfair Business Competition The
Law Number 5 of 1999 The violation on article 19 letter d The Law Number 5 of 1999 was caused by Ul
rsquo s party which has given preferential treatment to the PT NNL Whereas the four star hotel project
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development and the residence on Jl Pegagsaan Timur 17 Central Jakartais obtained by the PT NNL wasn
rsquo t through the bidding process Meanwhile the conspiracy allegation on article 22 The Law Number 5 of
1999 is not proven due to the direct appointment is not covered within bidding scope Based on the
description above this research is aimed to examine the The Law Number 5 of 1999 application in the
construction of Pegangsaaan Timur Cikini This research applies normative law research method by
examining literature review or secondary data that legal natured and several written norm laws



